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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Gugat antara:
, umur 25 tahun, agama lIslam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal , Keluarahan , Kecamatan Kabupaten
Mandailing Natal, disebut Penggugat;

MELAWAN

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal , Keluarahan , Kecamatan Kabupaten Mandailing

Natal, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
15 Juli 2014 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Panyabungan Nomor : 213/Pdt.G/2014/PA.Pyb  mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Pent. Nomor 213/Pdt.G/2014/PA-PYB.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan diKantor
Urusan Agama panyabungan pada tanggal 09 Juni 2008 yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panyabungan dengan
kutipan Akta nikah nomor 256/10/V1/2008 tanggal 09 Juni 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
Tinggal di rumah Kontrakan , Keluarahan , Kecamatan Panyabungan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang
keturunan yang bernama: umur 5 tahun dan yang berumur 3 tahun 7
bulan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun
baik namun sejak bulan Pebruari 2011, antara Pemohon dan Termohon
timbul Perselisihan yang di sebabkan oleh: Termohon tidak merasa cukup
dengan pemberian Pemohon dalam hal nafkah;

5.. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada bulan Agustus 2013 yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan
perempuan lain dan pada malam itu termohon pergi ke rumah orang
tuanya;

6. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan
ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah,

mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan. berdasarkan alasan/
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dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Panyabungan, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memberi izin kepada Penggugat ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Tergugat ( ) dihadapan sidang Pengadilan Agama
Panyabungan;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang
berlaku ;

SUBSIDAIR:- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah
memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mareka rukun
kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan
mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun
2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.G/2014/PA-PYB dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp241.000,-(Dua

ratus empat puluh satu ribu rupiah).-
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 29
September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami
Sri Armaini, S.HI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Syarif, SHI
dan Khairil anwar, M.HI, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.-

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,

M. Syraif, S.HI Sri Armaini, S.HI,MH

Hakim Anggota I,

Khairil Anwar,S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag
Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
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Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumiah . Rp. 241.000,-
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